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BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 142
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling
lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah
Daerah ditetapkan;

b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada
huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2010 dengan suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10
Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2011 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1
Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor
1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6
Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2016 Nomor 6) Sebagaimana Telah Diubah
Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun
2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2018 Nomor 4);

16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun
2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor
140);

17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 Tahun
2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 33).
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M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.

4. Nagari adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.

6. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen
bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat
APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, yang selanjutnya
disebut APBD Provinsi, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah
provinsi yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, yang selanjutnya
disebut APBD Kabupaten, adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah kabupaten yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten.

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disebut RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025.

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD
adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020.

12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah satuan kerja di
lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD
adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan
Kabupaten Lima Puluh Kota.



v

14. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disebut KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun.

15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disebut PPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.

16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
periode akhir perencanaan.

17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah
untuk mencapai tujuan.

19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan
tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat
yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

20. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan
uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

21. Rencana Kerja dan Anggaran, yang selanjutnya disebut RKA merupakan
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan
kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana
Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang
bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang
diperlukan untuk melaksanakannya.

22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DPA
merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

a. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD
2020 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan

b. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan
kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2020.
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Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk:

a. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan
program dan kegiatan tahun 2020;

b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program
dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-
masing PD; dan

c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) PD tahun 2020.

BAB III
SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

( 1 ) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra PD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
3.3 Program dan Kegiatan
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BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

( 2 ) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan
yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
P E L A K S A N A A N

Pasal 5

( 1 ) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2020 dengan berpedoman kepada
RKPD Tahun 2020 dan Renstra PD.

( 2 ) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari
RKPD.

( 3 ) PD menyusun RKA Tahun 2020 dengan berpedoman kepada Renja PD.

Pasal 6

Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja PD dapat
dilaksanakan serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan
penganggaran pembangunan, maka PD harus memastikan substansi Renja
PD dapat dituangkan ke dalam DPA PD Tahun 2020.

BAB V
P E M B I A Y A A N

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten
Tahun 2019.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

( 1 ) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.

( 2 ) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud
ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 29 Juli 2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
Pada Tanggal 29 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2019 NOMOR 39


